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ABSTRAK

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi dana Desa di
Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir

Icha Pratama, 2022120033, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
menggunakan data primer dan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi
pustaka untuk memperoleh sumber data. Metode analisis yang digunakan yaitu
pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah cukup baik dan
sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Khususnya akuntabilitas
pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban akan tetapi dalam tahap
transparansi belum terlalu aktif dalam penyampaian informasi menggunakan media digital.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa
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ABSTRACK

Analysis of Accountability and Transparency in the Management of Village
Fund Allocation in Muara Sungai Village, Tanah Abang District, Penukal Abab
Lematang Ilir Regency

Icha Pratama, 2022120033, 2026

This study aims to analyze the accountability and transparency of the management of
village fund allocation in Muara Sungai Village, Tanah Abang District, Penukal Abab

Lematang Ilir Regency. The research method used is qualitative by using primary data and
conducting observations, interviews, documentation and literature studies to obtain data
sources. The analysis method used is data collection, data reduction and drawing
conclusion. The results of the study indicate that the accoutability and transparency of the
management of village fund allocation in Muara Sungai Village, Tanah Abang District,

Penukal Abab Lematang Ilir Regency are quite good and in accordance with the provisions
of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Especially accountability
at the administration, reporting and accountability stages, but in the transparency stage, it
has not been very active in conveying information using digital media.

Keywords : Accountability, Transparency, Village Fund Allocatoin
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan publik yang terdapat dalam pemerintahan berperan
penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun efektif di
tingkat pusat atau pemerintahan daerah. Akuntabilitas dan transparansi merupakan
penerapan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah termasuk desa.
Pemerintahan desa merupakan tempat berinteraksinya secara langsung masyarakat
dengan aparat desa untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) yang mengatur
tentang desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah dan diberikan kewenangan yang lebih luas dalam
mengelola wilayahnya. Dalam pelaksanaanya desa memiliki tanggung jawab untuk
menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kehidupan masyarakat,
pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Kemandirian suatu
desa dapat tercipta dengan adanya tanggung jawab dalam setiap pelaksanaanya
sehingga dapat menjadi desa yang berkembang. Pemerintah memiliki peran dalam
mendesentralisasi yang diwujudkan dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan diberikan
secara langsung kepada desa sebanyak 10% secara proporsional. Bantuan alokasi
dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pelaksanaan alokasi dana
desa digunakan untuk menjalankan program fisik yang berhubungan dengan desa
dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.
Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa maka

pemerintah harus memahami tata kelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengeloaan keuangan desa yaitu mengatur tentang

asas akuntabel dan transparan, dalam pengelolaan kegiatan yang meliputi
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perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjwaban
keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam (Permendagri NO. 113 Tahun 2014).

Wilayah pemerintahan desa memiliki peranan dalam mensejahterakan
masyarakat dan mendukung penyelenggaran pemerintah desa, dalam pengelolaan
alokasi dana desa pemerintah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
desa secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk membuat perubahan desa
menjadi lebih baik dan berkembang. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua
prinsip utama dalam penerapan good governance yang harus ditingkatkan oleh
aparatur desa. Dengan adanya keterbukaan informasi dan adanya tanggung jawab
bersama maka proses perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan secara efektif
dan dipercaya oleh masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dalam
pengelolaan alokasi dana desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas
setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang memegang amanah kepada pihak yang
meminta pertanggungjawaban tersebut (Edowai et al., 2021). Penerapan
akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana
desa yang diterima dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Akuntabilitas menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah desa dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah desa,
dengan adanya akuntabilitas masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah
desa membuktikan dan memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan alokasi dana
desa sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi atas
semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan memberikan
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Edowai et al., 2021).
Transparansi merupakan bagian dari prinsip good governance yang merupakan
keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui semua informasi keuangan.
Keterbukaan tersebut dilakukan untuk mengungkapkan hal-hal yang yang bersifat
material kepada masyarakat dan di pertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.
Dengan adanya transparansi masyarakat dapat memiliki kepercayaan tentang

penyelenggaraan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai oleh pemerintah desa.
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Prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menjadi kewajiban
administrasi, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral dari
aparatur desa. Masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari program
yang dibiayai melalui alokasi dana desa memiliki hak untuk memperoleh informasi,
melakukan pengawasan, dan menilai penggunaan dana. Dengan tersedianya
keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang jelas dapat terjalin
hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.

Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa setiap
tahun. Dana tersebut betujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejateraan desa. Berdasarkan
data APBDes jumlah alokasi dana desa dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan Alokasi Dana Desa Muara Sungai Periode 2022-2024

Tahun Anggaran Realisasi

2022 Rp. 1.186.098.698,00 Rp. 1.186.098.699,00
2023 Rp. 1.253.260.890,00 Rp. 1.253.260.890,00
2024 Rp. 1.411.085.836,00 Rp. 1.411.085.836,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Muara Sungai

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa yang
diterima oleh Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.186.098.698,00, tahun 2023
sebesar Rp. 1.253.260.890,00 dan di tahun 2024 sebesar Rp. 1.411.085.836,00.
Jumlah anggaran yang diterima mengalami peningkatan di tahun 2022 sampai
dengan tahun 2024, alokasi dana desa yang diterima mengalami peningkatan dan
penurunan tergantung dari pagu dan pendapatan daerah.

Untuk menghindari terjadinya kasus penyelewangan dalam melakukan
pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana desa sehingga perlu untuk melakukan
pengawasan. Akan tetapi kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap
sumber dan jumlah dana yg digunakan sehingga harus adanya unsur transparansi
yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat dan akuntabilitas yaitu
pertanggungjawaban pemerintah desa dalam memastikan dana digunakan secara

efektif, efisien, dan tepat sasaran.
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai kecamatan Tanah

Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian berfokus pada tingkat akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah
Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam
pengelolaan alokasi dana desa dan sejauh mana pemerintah desa menerapkan

prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang
ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta
memperluas pengetahuan dalam analisis akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta diharapakan sebagai sarana
pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan dipelajari di bangku

perkuliahan.
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2. Secara Praktis

a.

Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan
meningkatkan kemampuan analisis dalam menyusun karya ilmiah serta
menambah wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
alokasi dana desa.

Bagi Pemerintah Desa Muara Sungai

Penelitian diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah desa
mengenai pentingnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan alokasi dana desa.

Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan alokasi dana
desa dan mendorong masyarakat agar lebih mengawasi dan berpartisipasi
dalam pembangunan daerah.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi terkait tata kelola keuangan

desa dan meningktkan good governance.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Desa
1. Pengertian Desa

Desa bukanlah istilah yang asing bagi sebagian besar masyarakat indonesia,
keberadaan desa sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia berdiri dan telah
tersebar di berbagai wilayah indonesia dengan sejarah yang panjang. Desa
merupakan sekumpulan tempat tinggal yang berada dalam wilayah provinsi dan
memiliki nama, luas wilayah, serta batas-batas tertentu yang membedakan dari desa
lainnya. Perbedaan tersebut ditetapkan agar pemerintah dapat menyesuaikan
berbagai tindakan atau kebijakan yang ditetapkan oleh suatu wilayah pemerintahan
desa tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan
bahwa desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam mengelola dan
mengatur masyarakat sendiri berdasarkan hak asal usul dan diakui dalam
pemerintah nasional (Setiya dan Panjaitan, 2023).

Pemerintah desa sebagai pelayanan urusan pemerintahan melibatkan badan
permusyawaratan desa dan berfokus pada pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat setempat. Pemerintah desa yang efektif dapat diartikan dengan jelas
apabila dapat memenuhi kebutuhan layanan bagi masyarakat sesuai dengan
kebutuhan yang ada di lingkungan mereka.

Desa memiliki ciri-ciri yang dijelaskan (Setiya dan Penjaitan, 2023) sebagai

berikut:
a. Kehidupan masyarakat desa sangat menyatu dengan lingkungan alam, oleh
karena itu jenis pekerjaanya cenderung serupa dan dipengaruhi oleh kondisi

alam masing-masing. Kepadatan penduduk relatif rendah hal ini dapat
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dilihat rumah yang masih cukup jauh jaraknya dari rumah yang satu ke
rumah yang lain.

b. masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih akrab dan sering
berinteraksi, interaksi dan komunikasi terjalin erat sehingga mereka saling
mengenal dan membantu.

c. Masyarakat desa dikenal memiliki rasa solidaritas yang tinggi, hal ini
terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya, dan
kehidupan yang sama.

d. Mobilitas masyarakat desa biasanya rendah, terbatasnya kesempatan kerja
serta kuatnya ikatan sosial membuat penduduk desa jarang berpindah atau
bepergian ke tempat lain.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan merupakan pelaksanaan urusan administrasi dan kebutuhan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-
tugas berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dengan tujuan melaksanakan
fungsi kewenangan secara efektif dan efisien (Setiya dan Panjaitan, 2023). Dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat desa
dijalankan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa atau disebut kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa
sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki
peran penting karena sangat dekat dengan masyarakat serta berfungsi sebagai
penghubung aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah daerah hingga
pemerintah pusat. Kepala desa sebagai pemerintah desa yang memiliki tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat desa (Setiya dan Panjaitan, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, karakteristik
kewenangan pemerintah desa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

Kewenangan desa berlandaskan hak asal-usul.

b. Desa memiliki kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Deerah Kabupaten/Kota.

c. Desa memiliki kewenangan lokal yang berskala besar.
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d. Ada pula kewenangan lain yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan regulasi yang berlaku.

3. Pendapatan Desa

Pendapatan desa didefinisikan sebagai seluruh penerimaan yang diterima oleh
desa desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu
dikembalikan. Pendapatan desa terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Pendapatan Asli Desa

1) Hasil usaha desa yaitu pendapatan asli desa yang berasal dari hasil
usaha melalui BUMDesa.

2) Swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu penerimaan sumbangan
dengan melibatkan masyarakat dihitung secara tepat dalam bentuk
uang dan disimpan dalam rekening kas desa.

3) Hasil aset yaitu pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset yang
dimiliki desa atau sumber daya yang bisa diperoleh dari suatu kegiatan
atau usaha yang dikelola oleh desa tersebut.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa (DD)

2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi

5) Bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota

c. Jenis pendapatan lain-lain meliputi:

1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa

2) Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari pihak ketiga

3) Pendapatan lain desa yang sah

4) Perbaikan kesalahan pengeluaran di tahun anggaran sebelumnya yang
berpengaruh pada penerimaan kas desa selama tahun anggaran yang

sedang berjalan
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4. Klasifikasi Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa
dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh
desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa,
klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang :

a. Penyelenggaraan pemerintah desa

1) Belanja pegawai adalah belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran
tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi
kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.

2) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja tersebut digunakan untuk operasinal pemerintah desa,
pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat,
operasinal BPD, pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat.

3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran
pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan menambah aset.

b. Pelaksanaan pembangunan desa
c. Pembinaan kemasyarakatan desa
d. Pemberdayaan masyarakat desa

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa

2.1.2 Alokasi Dana Desa
1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang berasal dari Kabupaten/Kota
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
Perhitungan alokasi dana desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan
alokasi minimal 10% (sepuluh persen) dari total dana perimbangan yang diterima
oleh APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi
tersebut kemudian dibagikan kepada setiap desa di dalam wilayah Kabupaten/Kota
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sehingga alokasi dana desa diakui dalam APBDes sebagai sumber penerimaan dari
transfer (setya & Panjaitan, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, alokasi dana
desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut dialokasikan sebagai bentuk dukungan
dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sehingga desa
mendapatkan bantuan keuangan. Alokasi dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan, pembangunan desa, program pemberdayaan masyarakat serta
berbagai kegiatan masyarakat desa. Bantuan yang diberikan untuk mendukung
program pemerintah desa yang di tunjang dengan partisipasi dan gotong rotong
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pemberdayaan
masyarakat.

Meskipun merupakan bagian dari dana bantuan pemerintah, alokasi dana desa
berfungsi sebagai pelengkap dalam pembiayaan karena mampu memberikan
kepastian pendanaan bagi desa, sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa
harus menunggu dana bantuan dari pusat (Amin 2023).

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan landasan hukum untuk mengelola alokasi dana desa . Tujuan pemberian
alokasi dana desa dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa adalah
untuk :

a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk
melaksanakan pelayanan dalam pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan berdasarkan kewenangan.

b. Membantu peningkatan kemampuan lembaga masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif dengan mempertimbangkan potensi yang ada.

c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, serta peluang
usaha bagi masyarakat.

d. Mendorong peningkatan partisipasi mandiri dan menilai gotong royong

pada masyarakat.
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Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan desa, tujuan alokasi dana desa

secara spesifik adalah sebagai beriku:

a.

b.

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
desa dan pemberdayaan masyarakat;

Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
rangka meningkatkan peningkatan sosial;

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Meningkatan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

Mendorong peningkatan keswadaya dan gotong royong masyarakat;
Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa).

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, oleh karena itu alokasi dana desa harus

memenuhi prinsip -prinsip pengelolaan sebagai berikut:

a.

Setiap kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa harus direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan serta menunjang tinggi
prinsip dari, oleh dan untuk rakyat.

Seluruh  kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa wajib
dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis dan hukum.
Penggunaan alokasi dana desa berdasarkan prinsip hemat, terarah dan
terkendali.

Kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berupa pemenuhan
kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang
membutuhkan partisipasi aktif masyarakat desa melalui proses
musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Alokasi dana desa dianggarkan dalam APBDes sehingga setiap pemasukan

dan pengeluaran harus di catat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
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Pelaksanaan alokasi dana desa diprioritaskan untuk mendukung kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan upaya pemberdayaan masyarakat. penggunaan

anggaran dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan

operasional pemerintah desa sedangkan 70% (tujuh puluh persen) untuk

pemberdayaan masyarakat. Bagi pemberdayaan masyarakat digunakan untuk

a.
b.

/o

€.
f.

Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil

Pendanaan untuk penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
Biaya yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan

Biaya untuk perbaikan lingkungan dan kawasan pemukiman

Biaya untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan

Pendanaan untuk kegiatan pengembangan sosial budaya

Alokasi dana desa yang dialokasikan untuk belanja aparatur dan operasional

pemerintahan desa digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa, dengan prioritas untuk jenis kegiatan sebagai berikut:

a.

b.

C.

c.

Upaya peningkatan kompetensi kepala desa dan perangkat desa

Biaya untuk operasional tim pelaksanaan di bidang pemerintah
Pembayaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa, termasuk tunjangan
dan operasional BPD serta honor ketua RT dan RW

Biaya untuk pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana di kantor kepala
desa

Biaya untuk mendukung pelaksana kegiatan administrasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan

Keuangan desa, yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan kegiatan yaitu sebagai

berikut :

a.

Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenanganya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni 2024).
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Perencanaa pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran

berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur
dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas
dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 32 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa kepada
Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/Wali kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Bupati/Wali kota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Wali kota
tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.

Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila Bupati/Wali kota menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka
kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung

sejak diterimanya hasil evaluasi.
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9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Wali kota membatalkan
Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Wali kota.

10) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

11) Kepala dEsa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama
7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama
BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya

timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa. jika desa yang belum memiliki
pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni 2024).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melaui rekening kas Desa pada
bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.

2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

3) Desa yang bekum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,
rekening kas Desa dibuka di wiliyah terdekat yang dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan

4) Nomor Rekening kas Desa sebagaiman dimaksud ddilaporkan kepala

Desa kepada Bupati/Wali kota untuk melaporkan daftar nomor
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rekening Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintah desa digunakan untuk
pengendalian penyaluran dana transfer.

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu
untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. ditetapkana
dalam peraturan Bupati/Wali kota mengenai pengelolaan Keuangan
Desa.

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa ditetpkan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan DPA kepada
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1). Sekretaris
Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari (lima
belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA.
Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tengan APB Desa dan/
atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa
yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi
perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun DPPA.

Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA

yang telah disetujui Kepala Desa.

10) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam

setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang
tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari

yang tertera dalam DPA.

11) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui

penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
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12) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dilampiri dengan pernyataan
tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

13)Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan
verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Kaur Keuangan
melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera
dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

14) Kaur dam/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada
kepala desa melalui sekretaris Desa.

15) Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beba atas anggaran
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

Penatausahaan

1) Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya
dilakukan oleh Kaur Keuangan. Penatausahaan keuangan dilakukan
oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi Kebendaharaan.

2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup setiap akhir bulan.

Pelaporan

1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

2) Laporan dimaksud yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan
realisasi kegiatan.

3) Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh
laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun

anggaran.
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2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan peraturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
laporan keuangan, terdiri atas :

a) Laporan realisasi APB Desa
b) Catatan atas laporan keuangan
¢) Laporan realisasi kegiatan

f. Pembinaan dan Pengawasan

1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan
oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan
bantuan keuangan kepada Desa.

3) Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa yang dikoordinasikan ~dengan APIP Daerah
kabupaten/kota.

2.1.3 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah konsep pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis

dan efisien yang diberikan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung
jawabkan kepada pemberi tanggung jawab. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah,
maka didefinisikan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaporkan
pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas pemerintahan. Sejalan dengan otonomi
daerah akuntabilitas menjadi tonggak penting yang harus dilakukan untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan melalui pertanggungjawaban yang baik. Pemerintah
daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang telah diambil terhadap
masyarakat dalam menjalankan tugas, wewenang, serta tanggung jawab pemerintah

daerah.
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Akuntabilias merupakan perwujudan dari bentuk kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan sumber daya yang telah
diberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk
pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui penyampaian laporan secara berkala,
sehingga akuntabilitas menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintahan.
Terwujudnya akuntabilitas menuntut lembaga-lembaga sektor publik untuk
mengutamakan pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) yaitu
pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat luas. Tuntutan yang kemudian
muncul untuk menyusun laporan keuangan eksternal yang mampu menggambarkan
kinerja lembaga sektor publik secara jelas (Sariharti et al., 2023).

Dalam pengelolaan alokasi dana desa akuntabilitas merupakan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
desa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka
pemerintah harus melakukan pelaporan yang jelas dan tepat waktu guna
membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
akuntabilitas merupakan tanggung jawab bagi aparatur pemerintahan untuk
berperan sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan
yang ditetapkan (Kurniawan, 2021).

Akuntabilitas dalam pemerintahan memiliki arti pertanggungjawaban yang
merupakan prinsip good governance. Sehingga akuntabilitas merupakan syarat
dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa
kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan pemerintah desa dengan efisien,
efektivitas dan kejujuran.

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa bagian (Edowai et al., 2021), yaitu:
a. Akuntabilitas Internal
Berlaku bagi setiap tingkat organisasi penyelenggaraan pemerintah negara
dimana setiap pejabat atau pengelola publik baik secara individu maupun
kelompok memiliki kewajiban hierarki. Kewajiban tersebut untuk
mempertanggungjawabkan perkembangan hasil kinerja kegiatan kepada
atasan secara langsung baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila

di pandang perlu.
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b. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas Eksternal berlaku pada setiap lembaga negara sebagai

organisasi yang harus mempertanggungjawabkan seluruh amanat yang

telah di terima dan dijalankan, termasuk perkembangan pelaksanaan

kepada pihak lingkungan eksternal lainnya. Akuntabilitas dapat dibedakan

atas: democratif accountability, professional accountability, dan legal

accountability, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Democratif Accountability
Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative
dan politic accountability, menggambarkan pemerintah yang akuntabel
atas kinerja dan semua kegiatanya kepada pemimpin politik. Pada
negara-negara demokratis, materi pada parlemen penyelenggaraan
pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instransi
masing-masing. Dalam pelaksanaan akuntabel dilakukan secara
berjenjang dari pimpinan bahwa ke pimpinan tingkat tinggi secara
hierarki.

b) Professional Accountability
Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya pada oakar
profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan
norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest
atau kepentingan masyarakat.

c) Legal Accountability
Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum) pelaksana ketentuan
hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public
service yang merupakan tuntutan masyarakat (costumer), dengan
akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan
ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan
kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan
terlihat pada laporan akuntaabilitas legal.

2. Dimensi Akuntabilitas
Dimensi akuntabilitas terbagi menjadi empat (Edowai ef al., 2021) sebagai

berikut :
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a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for probity and
legality).
merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan hukum
dalam penggunaan sumber dana politik.

b. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)
Akuntabilitas Manajerial adalah mempertanggungjawabkan lembaga
publik untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien, akuntabilitas
dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi
publik adalah tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh
dibebankan kepada costumer-nya.

c. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
Merupakan program yang berkaitan dengan pertimbangan penilaian
apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapaiatau tidak serta apakah
alternatif program yang dipertimbangkan memberikan hasil optimal dan
biaya minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program
yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain
akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi
hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dan
pencapaian tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)
Akuntabilitas kebijakan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga
publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik
harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan
dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat
kebijakan harus mempertimbangkan sasaran, pemangku kepentingan
(stakeholder) mana yang akan berpengaruh dan memperoleh manfaat dan
dampak negatif atas kebijakan tersebut.

3. Indikator Akuntabilitas
Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator. Berdasarkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa indikator yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
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a. Tahap Penatausahaan

1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai
pelaksanaan fungsi Kebendaharaan.

2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup setiap akhir bulan.

b. Tahap Pelaporan

1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

2) Laporan dimaksud yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan
realisasi kegiatan.

3) Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh
laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

c. Tahap Pertanggungjawaban

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran.

2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan peraturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
laporan keuangan, terdiri atas :

d) Laporan realisasi APB Desa
e) Catatan atas laporan keuangan

f) Laporan realisasi kegiatan

2.1.4 Transparansi
1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan yang memberikan kesempatan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara menyeluruh tentang
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keuangan desa. Dengan diterapkanya transparansi maka setiap individu memiliki
kebebasan untuk mengetahui informasi mengenai penyelanggaraan pemerintahan.
Keterbukaan pemerintah akan menciptakan kepastian dan akuntabilitas dalam
pengelolaan sumber daya publik. Transparansi berarti membuka setiap tindakan dan
kebijakan pemerintah publik terhadap informasi untuk dipahami dan dapat diawasi
sehingga menciptakan kepercayaan pemerintah dan masyarakat melalui informasi
yang jelas (Edowai et al., 2021).

Transparansi menjamin keterbukaan dalam memberikan data sehingga setiap
orang dapat mengakses dan melihat informasi atau laporan yang disusun tanpa
adanya manipulasi dan disampaikan dengan jelas. Dengan adanya transparansi
pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik,
karena masyarakat berhak untuk mendapatkan akses informasi yang lengkap.
Transparansi mencakup pelaksanaan tugas pemerintah desa mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dengan mudah
diakses oleh masyarakat desa.

Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas
pemerintahan dalam memenuhi amanat dari masyarakat, pemerintah memiliki
kekuasaan untuk membuat berbagai keputusan penting yang mempengaruhi
masyarakat desa. Oleh karena itu transparansi penting dilakukan untuk melindungi
dana masyarakat dari penyalahgunaan yang bukan merupakan wewenang mereka.
Manfaat adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, serta menjamin
kemudahan dalam memperoleh infromasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat
penting adanya transparansi (Edowai et al., 2021), sebagai berikut:

a. Mencegah terjadinya korupsi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan dalam organisasi.

b. Mempermudah proses menemukan kelemahan sekaligus keunggulan dari

suatu kebijakan.

c. Meningkatkan pertanggungjawaban dalam pemberian pelayanan publik

sehingga masyarakat akan lebih mudah mengukur kinerja lembaga

pemerintahan.
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Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam
menetapkan suatu kebijakan.

Memperkuat hubungan sosial baik antar masyarakat dan pemangku
kebijakan untuk meningkatkan kepercayaaan masyarakat terhadap lembaga

pemerintahan.

2. Dimensi dan Prinsip Transparansi
Transparansi memiliki beberapa dimensi (Edowai et al, 2021), sebagai

berikut:

a.

C.

Informatif (invormativeness), yaitu menyediakan informasi, berita, atau
penjelasan kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan
informasi secara jelas dan tepat.

Keterbukaan (openness), yaitu transparansi informasi publik dengan
memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh informasi
dengan mengakses data dan memastikan bahwa seluruh informasi harus
bersifat terbuka dan dapat dijangkau oleh semua pengguna informasi.
Pengungkapan (Disclosure), yaitu penyampaikan kepada masyarakat

mengenai aktivitas dan kinerja keuangan

Adapun prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus

memenuhi beberapa unsur yang jelas yaitu sebagai berikut:

a.

Keterbukaan

Masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kesempatan seluas-
luasnya untuk ikut serta dalam proses perencanaan, penyusunan, serta
pelaksanaan anggaran desa.

Informasi dapat diakses oleh masyarakat luas

Pemerintah desa wajib menyediakan informasi mengenai kondisi
keuangan desa secara luas dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat
tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.

Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa

Pemerintah desa berkewajiban menampung berbagai gagasan dan aspirasi
masyarakat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan desa.
Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat

Setiap keputusan dalam penyusunan anggaran desa harus melibatkan
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masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di
desa.

3. Indikator Transparansi
Indikator transparansi dapat di ukur dengan beberapa cara (Edowai et al.,

2021), sebagai berikut:
a. Informatif dan lengkap yaitu informasi anggaran dan realisasi harus
disajikan secara jelas dan mudah dipahami.
b. Pengungkapan publik yaitu pemerintah mempublikasikan informasi
keuangan secara terbuka.
c. Keterbukaan akses yaitu informasi diumumkan di media yang mudah

dijangkau.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan maka ditemukan
sejumlah penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini, kajian tersebut
bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan serupa pernah diteliti
sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh
penulis adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjana (2025), dengan judul Analisis
Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) di Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten
Gowa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontomanai. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan
APBDes di Desa Bontomanai sudah cukup akuntabel, dalam pelaporan realisasi
terbukti dengan adanya laporan fisik dari pemerintah desa dan dalam proses
pertanggungjawaban. Dalam penerapan transparansi sudah cukup efektif dengan
melakukan musyawarah mulai dari proses perencanaan anggaran sampai dengan
tahan pelaporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah & Shinta Eka Kartini (2024),
dengan judul Analisis akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Tujuan

Penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan alokasi dana desa beserta transparansi
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pemerintah dalam memberikan indormasi akuntabilitas penglolaan alokasi dana
desa. Penelitian ini berupaya menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana
desa di Desa Leyangan tahun 2022, yaitu dengan membandingkan kesesuaian
praktik pengelolaan ADD dengan regulasi yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa dan bagaimana
pemerintah desa memberikan informasi dalam mewujudkan alokasi dana desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan
wawancaea. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dengan uji kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah menggunakan prosedur triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan alokasi dana desa di Desa Leyangan sudah sesuai dengan prosedur
yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Quratul Aini (2023), dengan judul Analisis
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kodoyo Kecamatan
Sendang Kabupaten Tulung Agung. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui
bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, peran besar yang di dapat
desa dalam mengelola keuangan desanya sendiri, disertai tanggung jawab. Oleh
sebab itu pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ,
dimana setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan begitu dapat mengarah
terwujudnya pemerintahan desa yang baik, bertanggungjawab, transparansi dan
akuntabilitas.

Motede yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan
untuk pengumpulan datanya peneliti melakukan wawanacara , observasi, studi
pustaka dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan
akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kodoyo Kecamatan Sendang
Kabupaten Tulung Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan
alokasi dana desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban yang ada di Desa Kedoyo sudah dikatakan akuntabel sesuai

dengan pedoman yang berlaku.
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Penelitian yang dilakukan oleh Emilianus Eo Kutu Goo & Euprasius Mario
Sanda (2022), dengan judul Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis,
Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
(studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan
Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa sesuai atau tidak
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola rencana strategis yang
dilakukan oleh pemerintah desa Magepanda pada aspek akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan
Permendagri No. 113 Tahun 2014. Akan tetapi kendala dengan kemampuan yang
kurang maksimal dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negri No.113
tahun 2014. Akan tetapi terkendala dengan kemapuan yang kurang maksimal dalam
penerapan peraturan secara maksimal sehingga dalam hal pelaporan dan
pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tirta Ayu Lestari & Citra Indah Merina (2022),
dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan alokasi Dana
Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab
Lematang llir (Pali). Tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan Alokasi
Dana Desa pada Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
terhadap informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa dan masyarakat.
Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi,
akuntabilitas, dan pengelolaan alokasi dana desa, sumber data yang peneliti
gunakan menggunakan data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan analisis
dokumen, dalam teknik analisis data peneliti menggunakan analisis data sebelum
dilapangan dan data selama lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan transparansi belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparan

dikarenakan kurang keterbukaan kepada masyarakat dalam hal pembangunan,
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masih banyaknya keterbatasan masyarakat mendapatkan informasi pengelolaan
alokasi dana desa sedangkan akuntabilitas dikatakan sudah cukup baik sesuai
dengan Permendagri 113 tahun 2014 tetapi belum optimal pada tahap pelaporan
dalam hal laporan realisasi pelaksanaan.

Dari kelima penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan
penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada
variabel penelitian, waktu penelitian yang dilakukan pada tahun terbaru, objek
penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Desa Muara

Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur yang digunakan untuk membantu peneliti
dalam menunjukkan arah analisis yang dilakukan, penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang
Iir.

Abang Kabupaten Penulkal Abab
Lematang [hir

Alokazi Dana Deza ]

Deesa Muara Sunpai Kecamatan Tanah }

----- [ Permendagn Nomeor 20 Tahun 2018

dibaton Toameriaans Indikator Akuntabilitas
(Edowai et al p'\ﬂ'\ 1) Berdazarkan Permendagri Nomor
 lo 20 Tahun 2018

1. Informatif dan lengkap
2. Pengungkapan Publik 1. Tahap Penatausshaan

: : 2. Tahap Pelaporan
3. Keterbukazn Akzez 3. Tahap Pertanggungjawaban

| Hazil dan Pembahazan

=

Sumber: Kantor Desa Muara Sungai

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
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BAB III
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek yang dijadikan sebagai bahan
penelitian, Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir merupakan desa yang dipilih dalam penelitian. Pemilihan lokasi
didasarkan karena desa ini merupakan salah satu penerima Alokasi Dana Desa
sehingga dapat menilai pentingnya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel
dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
desa.
2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2025 sampai dengan
Maret 2026, yang bertempat di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Waktu tersebut digunakan untuk tahap
persiapan penelitian, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi serta tahap analisis dan penyusunan laporan penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian (Rosyidah dan Fijrah,
2021), sebagai berikut:

1. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang
dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi
suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
2. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengacu pada proses
pengumpulan data serta analisis data numerik. Analisis kuantitatif dimaksudkan

untuk memahami apa yang terjadi di balik data tersebut, mengelompokkanya dan
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meringkasnya menjadi suatu bagian yang mudah di mengerti, serta menemukan
pola umum yang timbul dari data tersebut. Penelitian kuantitatif yang dimaksud
yaitu mudah di mengerti dan pola umum terwakili dalam bentuk simbol statistik
yang dikenal dengan istilah notasi, variasi, dan koefisien.

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, karena
data yang digunakan berupa kata-kata, informasi bukan angka. Penelitian ini
mendapatkan data secara nyata dan dianalisis, penulis juga mendeskipsikan
keadaan yang akan diamati di lapangan secara spesifik dan mendalam mengenai
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga pembahasan

dan analisis data mudah untuk di pahami.

3.3 Data
1. Jenis Data
Jenis data dikelompokkan menjadi dua bagian (Rosyidah dan Fijrah, 2021),
sebagai berikut:
a. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang mengacu pada proses pengumpula serta
analisis data yang berbentuk teks, gambar atau berbagai jenis data lain yang
tidak dapat diukur dengan angka.
b. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang dapat di ukur menggunakan angka-angka
sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi dan mengacu pada
pengumpulan serta analisis data numerik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan
pendekatan deskriptif, pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara

Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Sumber Data
Sumber data dikelompokkan menjadi dua bagian (Sujarweni, 2024), sebagai

berikut:
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a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui koesioner,
kelompok fokus, dan panen, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan
nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi,
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari catatan atau buku, dan majalah
berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel,
buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh
dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi, sumber yang tidak langsung

memberikan data pada pengumpul data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu

wawancara secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi

dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk

mengungkap dan menjaring informasi, teknik pengumpulan data dikelompokkan

menjadi beberapa bagian (Sujarweni, 2024), sebagai berikut:

1.

Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap
gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh
penulis adalah untuk mengamati akuntabilitas dan transparansi dalam
proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan
Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Observasi juga
dilakukan untuk memahami dan menganalisis secara objektif.

Wawancara

Wawancara dalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data
secara lisan, hal ini dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data
yang valid dan detail. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang

terlibat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai
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Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode
ini dilakukan untuk memperoleh data terkait pengelolaan alokasi dana desa
tahun 2024.

3. Dokumentansi
Dokumentasi adalah bukti yang jelas dengan instrumen dan dilakukan untuk
menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang menjadi pendukung dalam
penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang termasuk
dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan
Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan
mengumpulkan, membaca dan mempelajari kajian teoritis yang berkaitan
dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang
diteliti dari sumber seperti buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.
Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka seperti buku, e-book,
jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi
secara langsung mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana
desa, wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan
alokasi dana desa, dokumentasi untuk memperoleh data secara langsung dan studi

pustaka.

3.5 Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian,
populasi memberikan penjelasan mengenai objek/subjek dalam penelitian dan
memberikan penjelasan mengenai karakteristik atau sifat yang objek penelitian.
Populasi secara umum adalah bagian yang menjadi objek atau subjek sehingga
menjadi elemen penting dalam sebuah penelitian yang dilakukan (Rosyidah dan

Fijrah, 2021).
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang
terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan
Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang didapatkan dengan
menggunakan metode tertentu dan dianggap mewakili karakteristik tertentu di
dalam populasi yang menjadi fokus dalam penelitian (Rosyidah dan Fijrah, 2021).

Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang terlibat
dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa muara Sungai Kecamatan Tanah
Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dikelola pada tahun 2024.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang representatif
dari suatu populasi. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua bagian (Rosyidah
dan Fijrah, 2021), sebagai berikut:

a. Probability Sampling

Probability sampling adalah teknik pengumpulan sampel yang memberikan
peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi random sampling,
propotionate stratified random sampling, dispropotionate strafiried
random, sampling area (clustur) sampling (sampling menurut daerah).

b. Nonprobability Sampling

Nonprobability Sampling adalah teknik pengumpulan sampel yang tidak
memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi
untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini terdiri dari sampling
sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh dan snowball.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability
Sampling dengan menggunakan sampel purposive sampling yaitu sampel yang
dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yaitu pihak yang dianggap
terlibat dalam proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 yang terdiri dari Kepala Desa,
Kaur Keuangan, Sekretaris Desa dan BPD yang ada di Desa Muara Sungai
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
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3.6 Metode Analisis

Tahap analisis dikelompokkan menjadi beberapa bagian (Rosyidah dan Fijrah,
2021), sebagai berikut:

1.

Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang
berhubungan dengan penelitian atau teknik observasi yaitu datang secara
langsung ke lokasi penelitian yang ada di Kantor Desa Muara Sungai
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan
menghubungi pihak yang terlibat dalam topik permasalahan dalam
penelitian.

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada tema hal tersebut dilakukan dengan abstrak. Abstrak
merupakan usaha membuat rangkuman, proses dan pernyataan yang perlu
dijaga dalam waktu penelitian. Dengan kata lain proses reduksi dilakukan
secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan
inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data dengan tujuan untuk
mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
pada Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan
menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan adanya
penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat
gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambar keseluruhan. Pada
tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai
dengan kebutuhan penulis mengenai Akuntabilitas dan Tramsparansi
pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data, pada

bagian ini penulis menyimpulkan data-data dan bukti yang diperoleh dan
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membandingkan dengan kesesuaian pernyataan, selanjutnya dilakukan
analisis sehingga menjadi data yang siap disajikan dan dapat ditarik menjadi

kesimpulan dari hasil penelitian.
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Muara Sungai
Desa Muara Sungai merupakan desa yang terletak di kecamatanTanah Abang

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, desa ini
berbatasan langsung dengan Tanah Abang Utara, Raja Timur, Curup dan Desa
Payuputat (Kota Prabumulih. Desa Muara Sungai meruapakan kawasan
pemukiman yang sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pertanian, perkebunan
dan nelayan. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk desa mengalami
peningkatan dan pola kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan
perkembangan infrastruktur seperti jalan desa dan fasilitas umum. Hal tersebut
membuat Desa Muara Sungai mengalami perkembangan sistem administrasi dan
sistem tata kelola pemerintahan desa yang semakin terstruktur.

Sistem pemerintah Desa Muara Sungai mengalami penyesuaian dengan
kebijakan pemerintahan yang berlaku, struktur pemerintahan desa mulai tertata
dengan adanya Kepala Desa, Perangkat Desa serta Desa Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan
desa. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa maka pemerintah dituntut
untuk memenuhi prinsip akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa
dan transparansi yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tercipta tata
kelola pemerintah yang baik (good governance).

1. Visi dan Misi Desa Muara Sungai
a. Visi
Mengembangkan Perekonomian masyarakat desa berlandaskan pada
potensi sumber daya dan kearifan lokal.
b. Misi
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
2. Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan

3. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung perekonomian desa
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2. Struktur Organisasi Perangkat Desa Muara Sungai
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perangkat Desa Muara Sungai

3. Kedudukan dan Pembagian Tugas Perangkat Desa Muara Sungai
Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka secara singkat pembagian tugas
dan masing-masing jabatan perangkat Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:
A. Kepala Desa
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertugas dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
¢) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d) Menetapkan Peraturan Desa;
e) Menetapkan APB Desa,;
f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
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k)
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Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
Mengintergrasikannya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
Mengembangkan sumber pendapatan desa;

Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;

Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif;

n)

0)

Mmengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau merujuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan dan fungsi kepala desa mempunyai hak:

a)
b)

c)

d)

Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemeritah Desa;
Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan
penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
Mendapatkan cuti;

Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan;

Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya

kepada Perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban:

a)

b)

d)

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Memelihara ketentraman dan ketertiban perundang-undangan;

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
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e) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari
korupsi nepotisme;

f) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;

g) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;

h) Mengelola keuangan dan aset desa;

i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
desa;

J) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

k) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

1) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

m) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;

n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;

0) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban kepala
desa wajib:

a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap
akhir tahun anggaran kepada Bupati;

b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada
akhir masa jabatan kepada Bupati;

¢) Memberikan laporan keterangan peyelenggaraan pemerintahan desa
secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;

d) Memberikan dan/atau menyalurkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

B. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa,
bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
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Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Melaksanakan urusan umum seperti pentaan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayanan umum.

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi  sumber-sumber pendapatan  dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
pemerintahan desa lainnya.

Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.

Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas
Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan
Pemerintah yang lebih tinggi.

C. Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha

Kepala Urusan Tata Usaha berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat,

bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi

pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melaksanakan tugas-

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

a)
b)
¢)
d)
e)
f)

g)
h)

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
Melaksanakan administrasi surat menyurat;

Melaksanakan arsipan dan ekspedisi pemerintahan desa;
Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor:

Penyediaan rapat-rapat;

Pengadministrasian inventarisasi desa;

Pengadministrasian perjalanan dinas;
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Melaksanakan pelayanan umum.

D. Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat,

bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi

pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;

Menyusun RAPBDes;

Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa
(RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
Menyusun laporan kegiatan Desa;

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

E. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan

a)

b)

c)

d)

2

h)

Membantu sekretaris desa dalam menyusun dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan APBDesa;

Membantu sekretaris desa dalam melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
Membantu sekretaris desa dalam menyusun laporan semester I,
semester II, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
Membantu sekretaris desa dalam melakukan verifikasi terhadap
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Membantu sekretaris desa dalam menghimpun dokumen
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bendahara desa;
Mengordinasikan pelanksanaan penyelesaian tuntutab
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

Membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses
administrasi (TPTGR);

Melaksanakan pembinaan/bimbingan/pengarahan kegiatan

pekerjaan bendahara;
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Membantu sekretaris desa dalam melakukan verifikasi Surat
Permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ);

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan

Kepala Desa.

F. Kepala Seksi (KASI) Pelayanan

Kepala seksi pelayanan bekedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis di

bidang kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana

tugas operasional di bidang pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat Desa;

Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;

Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keeagamaan dan
ketenagakerjaan masyarakat Desa;

Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan
rujuk;

Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;

Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan.

G. Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di

bidang pemerintahan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana

tugas operasional di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

a)
b)
c)
d)

Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintah Desa;

Menyusun rancangan regulasi desa;

Melaksanakan pembinaan masalah pertahanan;

Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Desa;
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Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil Desa;

Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

H. Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan

L.

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di

bidang kesejahteraan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana

tugas operasional di bidang kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas:

a)

b)

¢)
d)

2)

Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
sosial budaya;

Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
ckonomi;

Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi di bidang politik;
Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
lingkungan hidup;

Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
pemberdayaan keluarga;

Melaksanakantugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
pemuda, olahraga dan karang taruna;

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayaan yang

bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di

wilayahnya

Untuk melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Dusun memiliki fungsi:

a)

Pembinaan ketenteraman dan krtertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan

dan pengelolaan wilayah.
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b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

¢) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga
lingkungannya.

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

4.2 Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian menggunakan wawancara yang
dilakukan di kantor Desa Muara Sungai bersama empat narasumber yaitu: Bapak
Hidayat selaku Kepala Desa Muara Sungai, Bapak Debri Andika selaku Sekretaris
Desa, Bapak Dendrawan A. selaku Kaur Keuangan, dan Bapak Saprin selaku Ketua
BPD.
4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam pengelolaan alokasi dana desa akuntabilitas merupakan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
desa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai hasil yang jelas dan tepat waktu
guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
Keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
dapat dilihat dari beberapa indikator yang berdasarkan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 yang dimulai dari tiga tahapan:
1. Akuntabilitas Tahap Penatausahaan
Penatausahaan di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu
bepedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hal ini diperjelas oleh
Bapak Hidayat selaku Kepala Desa Muara Sungai. Penatausahaan merupakan

tahan penting dalam pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari rangkaian
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kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa yang dilakukan oleh kaur
keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dendrawan. A selaku Kaur
keuangan yang mengatakan bahwa “ untuk tahap penatausahaan kami telah
menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskuedes)
sebagai sistem pencatatan keuangan desa tetapi kami juga melakukan
pencatatan secara manual sebagai arsip pendukung. Setiap pencatatan
transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa dicatat dalam buku kas umum,
buku bank, dan buku pembantu pajak, kami juga menyimpan dan mengarsipkan
bukti transaksi keuangan jika nanti dibutuhkan. Untuk penutupan buku itu
sendiri dilakukan setiap per cairan dana ”

Penatausahaan keuangan desa merupakan tahap pencatatan seluruh
transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan
oleh kaur keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian,
penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta alokasi dana desa
di Desa Muara Sungai dilakukan oleh kaur keuangan yang telah menggunakan
aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes). Dengan memanfaatkan aplikasi
siskeudes dalam mengelola administrasi keuangan dapat membantu dan
memudahkan kaur keuangan dalam melakukan pencatatan keuangan secara
sistematis dan meminimalisir kesalahan pencatatan.

Aplikasi siskeudes yang digunakan tersebut terdiri dari buku kas umum,
buku kas pembantu serta dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti
kwitansi nota pembelian dan dokumen pendukung lainnya. Bukti-bukti
tersebut dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi buku kas umum dan
pencatatan dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi sehingga
memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan. Pemerintah juga
melakukan pencatatan pada buku pembantu bank apabila transaksi dilakukan
melalui rekening kas desa. Pencatatan tersebut dilakukan untuk memantau
mutasi keuangan yang terjadi pada rekening kas desa sehingga dapat
mengetahui saldo kas yang tersedia.

Proses pengadministrasian penatausahaan pada alokasi dana desa juga

dilakukan penerimaan dan pengumpulan dokumentasi yang diterima oleh kaur

Universitas Prabumulih



45

Keuangan dan memastikan kelengkapan administrasi dokumen. Transaksi
yang terjadi disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan dalam APBDes.
Semua penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku kas umum dan buku
pembantu, yang kemudian dilakukan rekapitulasi pada akhir bulan untuk
mengetahui posisi kas dan anggaran. Hasil penatausahaan menjadi dasar untuk
tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah BPD dan
masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa seluruh penerimaan dan pengeluaran
dicatat dan dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah, hal ini menunjukkan
bahwa penatausahaan keuangan Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah dilaksanakan sesuai dengan
prinsip akuntabilitas, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan. Sehingga seluruh penggunaan dana dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Akuntabilitas Tahap Pelaporan

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan
oleh pemerintah desa melalui penyusunan laporan realisasi pelaksanaan
APBDes. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada
Bupati/Wali kota. Laporan disusun berdasarkan data hasil penatausahaan yang
telah dicatat dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) oleh Kaur
Keuangan dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disampaikan
kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Desa
yang mengatakan bahwa “ untuk pelaporan APBDes itu ada semester pertama
dan semester akhir, untuk laporan itu berisi laporan pelaksanaan APBDes dan
realisasi kegiatan yang akan disampaikan kepada Bupati melalui camat.
Pelaporan disusun dengan ketentuan sesuai dengan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 .

Pendapat tersebut sejalan dengan Sekretaris Desa Bapak Debri Andika
yang mengatakan bahwa “dokumen penatausahaan keuangan telah diverifikasi

sebelum dilaporkan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi
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serta kesesuaian bukti transaksi. Hal ini kami lakukan untuk agar laporan
keuangan yang disampaikan akurat”.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Desa
Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir
proses penyusunan laporan dimulai dari pengumpulan data realisasi kegiatan
yang telah dilaksanakan. Data tersebut direkap oleh kaur keuangan berdasarkan
catatan transaksi, laporan tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk
laporan realisasi APBDes. Laporan tersebut kemudian diverifikasi oleh
sekretaris desa sebelum disampaikan kepada kepala desa untuk ditandatangani
sebagai bentuk pengesahan kemudian disampaikan kepada bupati melalui
camat.

Tahap pelaporan alokasi dana desa yang merupakan proses penyusunan dan
penyampaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilakukan
dengan mengumpulkan seluruh dokumen alokasi dana desa. Seluruh
dokumentasi diperiksa untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran
dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sesuai dengan pelaksanaan
kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes untuk dilakukan verifikasi. Kaur
keuangan melakukan rekapitulasi seluruh penerimaan dan pengeluaran alokasi
dana desa berdasarkan data yang dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu
bank dan buku pembantu pajak dan dilakukan rekonsiliasi serta validasi data
untuk memastikan kesesuaian antara realisasi fisik dan realisasi kegiatan.

Pelaporan di desa Muara Sungai telah dilaksanakan sesuai dengan format
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan disampaikan tepat
waktu. Pelaporan dilakukan pada semester pertama dan semester akhir oleh
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Dengan adanya penggunaan sistem
asministrasi keuangan desa yang telah ditetapkan membantu kaur keuangan
menyusun laporan secara sistematis. Sistem tersebut memungkinkan data
keuangan desa dapat direkap secara lebih terstruktur sehingga memudahkan
dalam proses penyusunan laporan realisasi APBDes. Pelaporan yang dilakukan
secara tepat waktu dapat mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa

dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Sehingga pemerintah desa dan dapat
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menunjukkan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana
yang tertuang dalam APBDes.
Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa merupakan tahap
akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, laporan
tersebut di sampaikan paling lambat tiga bulan sesuai peraturan yang
ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku kepala desa
menyatakan bahwa “Untuk laporan pertanggungjawaban dituangkan dalam
laporan pelaksanakan APBDes dimana di dalamnya termasuk alokasi dana
desa, itu kami sampaikan kepada Bupati melalui camat. Untuk rincian dana
kami melakukan musyawarah, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban
juga ada dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran dan bukti
pengeluaran. Kemudian ada aplikasi siskuedes yang dipegang oleh Kaur
Keuangan dan diawasi oleh sekretaris kami juga melibatkan BPD sebagai
mitra kerja.”

Pendapat tersebut sejalan dengan Ketua BPD Bapak Saprin yang
mengatakan bahwa “biasanya dalam proses reaalisasi APBDes kami selalu
melakukan tiga tahap musyawarah yaitu musyawarah perencanaan,
musyawarah sarembang, dan musyawarah rekapan desa dan itu merupakan
pertanggungjawaban kami terhadap penerintah desa”

Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa merupakan proses
penyampaian laporan dan bukti penggunaan dana sebagai bentuk akuntabilitas
pemerintah dalam mengelola anggaran yang diterima. Pemerintah desa Muara
Sungai melakukan pengumpulan dokumentasi pertanggungjawaban yang
kemudian dilakukan verifikasi kesesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan
untuk penyusunan surat pertanggungjawaban dan melakukan penyusunan serta
penyesuaian data keuangan. Pemerintah desa menyampaian laporan
pertanggungjawaban kepada BPD dan pemerintah daerah, hal ini dilakukan

setiap akhir tahun. Dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara
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terbuka kepada BPD menunjukkan bahwa pemerintah Desa Muara Sungai telah

berupaya menjalankan prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa juga melakukan

forum musyawarah desa untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang

dibiayai oleh APBDEs dan alokasi dana desa.

Berikut rincian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) oleh pemerintah Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Muara

Sungai Tahun Anggaran 2024

No Uraian Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
(Rp) (RP) (Rp)
A. PENDAPATAN
1  Pendapatan Asli Desa (PAD) 3,000,000. 3,000,000. 0.00
2 Dana Desa (DD) 692,946,000. 692,946,000. 0.00
3 Bagi Hasil Pajak dan 80,334,944, 39,522,564. 40,812,380.
Retribusi (PBH)
4 Alokasi Dana Desa (ADD) 1,411,085,836. 1,411,085,836.  0.00
5 Bunga Bank (DLL) 40,197. 40,197. 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 2,187,406,977. 2,146,594,597.  40,812,380.
B. BELANIJA
01 BELANJA PEGAWAI 367,215,549. 367,215,549. 0.00
1 Penghasilan Tetap dan 44.,400,000. 44,400,000. 0.00
Tunjangan Kepala Desa
2 Penghasilan Tetap dan 245,064,000. 245,064,000. 0.00
Tunjangan Perangkat Desa
3 Jaminan Sosial Kepala Desa  3,951,549. 3,951,549. 0.00
dan Perangkat Desa
4  Tunjangan BPD 73,800,000. 73,800,000. 0.00
02. BELANJA BARANG DAN  704,913,784. 629,913,784. 12,000,000.
JASA
1  Belanja Barang dan 285,994,687. 285,994,687. 0.00
Perlengkapan
2 Belanja Jasa Honorarium 308,957,690. 308,957,690. 0.00
3 Belanja Perjalanan Dinas 30,380,772. 30,380,772. 0.00
4  Belanja Jasa Sewa 34,060,083. 34,060,083. 0.00
5 Belanja Operasional 9,470,597. 9,470,597.00 0.00
Perkantoran
6 Belanja Pemeliharaan 6,300,000. 6,300,000. 0.00
7 Belanja Barang dan Jasa 29,750,000. 17,750,000. 12,000,000.
yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
03. BELANJA MODAL 946,077,644. 917,194,522. 28,883,122.
1 Belanja Modal Pengadaan 0.00 0.00 0.00

~ Tanah
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Belanja Modal Pengadaan 82,943,944, 54,051,822. 28,883,122,
Mesin dan Alat Berat

Belanja Modal Kendaraan 23,000,000. 23,000,000. 0.00
Belanja Modal Gedung, 330,769,900. 330,769,900. 0.00
Bangunan dan Taman

Belanja Modal 398,689,400. 398,689,400.00 0.00
Jalan/Prasarana Jalan

Belanja Modal 110,683,400. 110,683,400. 0.00
Irigasi/Embung/Drainase/Air

Limbah

Belanja Modal Lainnya 0.00 0.00 0.00
BELANJA TAK TERDUGA 169,200,000. 169,200,000. 0.00
Belanja Tak Terduga 169,200,000. 169,200,000. 0.00
JUMLAH BELANJA 2,187,406977. 2,146,523,855.  40,883,122.
SURPLUS/(DEFISIT) 0.00 70,742. (70,742.)
SISA LEBIH 0.00 70,742. (70,742.)
PEMBIAYAAN

ANGGARAN

Sumber: Laporan Realisasi Ahggaran pendapdtan dan Belanja Desa di Desa

Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penerimaan
APBDesa Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir tahun 2024 yaitu Rp 2,187,406,977.00 dengan penerimaan
pendapatan asli desa sebesar 3,000,000.00, Dana Desa (DD) sebesar Rp.
692,946,000.00, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sebesar Rp
80,334,944.00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 1,411,085,836.00 dan
Bunga Bank (DLL) sebesar Rp 40,197.00.
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Tabel 4.2 Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana

di Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

Kode
Rek
1.

4
4.2
433

5.14
5.2
5.2.1

522
523
524
525

5.2.6
53

5.3.1
532

533
534

5.3.7
539

54
54.1

Uraian

2

PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Alokasi Dana Desa
JUMLAH PENDAPATAN

BELANIJA

Belanja Pegawai
Penghasilan  Tetap
Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan  Tetap
Tunjangan Perangkat Desa
Jaminan Sosial Kepala
Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang
Perlegkapan

Belanja Jasa Honorarium
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Jasa Sewa
Belanja Operasional
Perkantoran

Belanja Pemeliharaan
Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan
Tanah

Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Mesin dan Alat
Belanja Modal Kendaraan
Belanja Modal Gedung,
Bangunan dan Taman
Belanja Modal
Imigrasi/Embung/Drainase/
Air Limbah

Belanja Modal Lainnya
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANIJA
SURPLUS/DEFISIT

dan

dan

Anggaran
(Rp)

1.411.085.836
1.411.085.836
1,411,085,836.

367.215.549.
44.400.000.

245.064.000.
3.951.549.

73.800.000.
645.000.387.
263.521.487.

301.307.690.
30.380.772.
34.060.038.
9.430.400.

6.300.000.
398.869.900.
0.00

15.100.000.

23.000.000.
330.769.900.

30.000.000.

0,00
0,00
0,00
1.411.085.836.
0.00

Realisasi

(RP)

1.411.085.836
1.411.085.836

1,411,085,836.

367.215.549.
44.400.000.

245.064.000
3.951.549.

73.800.000.
645.000.387.
263.521.487.

301.307.690
30.380.772
34.060.038
9.430.400.

6.300.000.
398.869.900.
0.00

15.100.000

23.000.000.
330.769.900.

30.000.000.

0,00
0,00
0,00
1.411.085.836
0.00

Lebih/Kurang
(Rp)

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0,00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0,00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Muara Sungai Tahun 2024
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4.2.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan keterbukaan yang memberikan kesempatan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara menyeluruh

tentang keuangan desa. Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir merupakan salah satu yang menerima alokasi dana

desa. Dalam pengelolaan nya pemerintah desa perlu melakukan keterbukaan

informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dan menghindari

penyelewangan dana desa. Untuk melihat keberhasilan dalam meningkatkan

transparansi maka harus memenuhi indikator sebagai berikut:

1.

Informatif dan Lengkap
Informatif dan lengkap merupakan unsur penting dalam menilai tingkat
transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, informatif merupakan
penyampaian informasi oleh pemerintah desa yang jelas dan mudah dipahami.
Dengan adanya informasi yang bersifat informatif berisi data atau fakta yang
relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maka
masyarakat dapat mengetahui dan memahami penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Desa
mengatakan bahwa “kami selaku pemerintah Desa Muara Sungai
menyampaikan informasi pengelolaan alokasi dana desa secara rinci dan
mudah untuk dipahamai oleh masyarakat karena setiap kegiatan yang dibiayai
oleh ADD dijelaskan total dana yang diterima sampai realisasi kegiatan. Kami
juga menyimpan setiap bukti penerimaan dan pengeluaran dana desa sebagai
arsip jika suatu saat dibutuhkan ™

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat
diketahui bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi
mengenai informatif dan lengkap kepada masyarakat desa. informatif dan
lengkap merupakan suatu bentuk transparansi yang harus dilakukan oleh
pemerintah desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa setiap penerimaan dan
pengeluaran disimpan sebagai arsip pemerintah desa, dan informasi yang
lengkap juga mencantumkan rincian kegiatan serta jumlah anggaran yang
digunakan hal ini dibuktikan dengan adannya laporan realisasi pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa muara sungai.
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2. Pengungkapan Publik

Pengungkapan publik merupakan salah satu bentuk implementasi transparansi
dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pengungkapan publik dilakukan
melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat. Informasi
yang disampaikan mengenai kebijakan program pembangunan, serta
penggunaan anggaran desa. Melalui pengengungkapan informasi masyarakat
dapat mengetahui bagaimana dana desa dimanfaatkan untuk mendukung
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengungkapan publik
merupakan bagian dari penerapan prinsip transparansi yang diamanatkan dalam
Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya pengungkapan
secara terbuka masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Desa
mengatakan bahwa “ setiap pencairan dana kami akan melakukan rapat tatap
muka di balai desa yang dihadiri oleh masyarakat desa untuk membahas jumlah
dana dan kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut sehingga masyarakat
memiliki akses untuk mengetahu jumlah dana dan penggunaan dana tersebut
akan tetapi tingkat kehadiran masyarakat desa dalam menghadiri kegiatan
tersebut masih rendah.”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat
diketahui bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan transparansi
dalam yang dilakukan di Desa Muara Sungai. Dalam meningkatkan
pengungkapan publik pemerintah desa memberikan informasi mengenai
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan
melalukan musyawarah desa (Musdes). Forum tersebut dilakukan agar
masyarakat desa dapat memperoleh informasi rencana program pembangunan
desa maupun realisasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah desa Muara Sungai.

Musyawarah desa juga menjadi sarana bagi pemerintah desa dalam
menyampaikan informasi sekaligus menerima masukan dari masyarakat, dalam
forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan

pendapat, saran, maupun kritikk dalam pelaksanaan program pembangunan

Universitas Prabumulih



53

yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Akan tetapi Bapak Hidayat selaku kepala
desa juga menjelaskan bahwa tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat
dalam musyawarah desa masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
transparansi tidak hanya ditentukan oleh upaya pemerintah desa dalam
menyampaikan informasi tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi.
Keterbukaan Akses

Keterbukaan akses merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan
transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, indikator ini menjelaskan
sejauh mana masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi.
Dalam sistem pemerintahan yang transparan masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui serta mengakses informasi program pembangunan maupun
penggunaan anggaran yang bersumber dari dana publik. Keterbukaan akses
kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa hambatan,
karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak
dari pelaksanaan program tersebut.

Dengan adanya keterbukaan akses masyarakat tidak hanya menjadi
penerima manfaat tetapi juga dapat berperan sebagai pihak yang melakukan
pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa. Dengan adanya akses
informasi yang terbuka masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap
jalannya pemerintahan desa, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa
pengelolaan dilakukan secara transparan, dan tepat sasaran. Keterbukaan akses
juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
karena masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses
penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Kepala Desa
mengatakan bahwa “Biasanya setiap pencairan dana kami selalu
mempublikasikan jumlah dana desa, semua penerimaan dan pengeluaran dana
desa disampaikan melalui papan pengumumam yang ada di kantor desa desa,
tetapi karena penatausahaan sudah terkomputerisasi maka setiap pengeluaran
desa kami sampaikan melalui spanduk yang yang menyebutkan jumlah dan

dana tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja sehingga memudahkan
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masyarakat mengetahui penggunaan dana tersebut. kami juga memiliki akun
media sosia sebagai bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat seperti
instagram dan fecebook.”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Desa
Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
pemerintah desa sudah menerapkan keterbukaan akses kepada masyarakat.
Diketahui masyarakat pada umumnya dapat memperoleh informasi pengelolaan
keuangan desa melalui spanduk yang ada di balai desa. Dengan adanya spanduk
masyarakat dapat memperoleh informasi meengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes), rencana kegiatan pembangunan, serta realisasi
pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa. Selain itu pemerintah desa
juga memanfaatkan teknologi informasi yang dapat menjadi sarana efektif
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas, cepat dan
efisien. Hal itu dilakukan pemerintah desa melalui media sosial yaitu Facebook

Pemdes Muara Sungai sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik

sehingga memudahkan masyarakat desa mengetahui perkembangan desa.

4.3 Pembahasan Penelitian
4.3.1 Penyajian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah
Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah perpedoman pada
Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan
desa yang baik, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan
alokasi dana desa melalui tahapan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas penatausahaan keuangan desa memegang peranan penting
sebagai dasar pengelolaaan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil penelitian
penatausahaan yang ada di Desa Muara sungai telah menggunakan aplikasi sistem
keuangan desa (Siskeudes) sebagai alat bantu pengelolaan keuangan desa. Dengan
adanya siskeudes pencatatan transaksi keuangan desa dilakukan secara
terkomputerisasi sehingga memudahkan kaur keuangan dalam melakukan

pencatatan. Kaur keuangan juga mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran
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dana ke dalam buku kas umum serta di lengkapi dengan bukti yang sah. Dengan
demikian secara administratif penatausahaan keuangan desa telah memenuhi
prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas pada tahap pelaporan telah sesuai dengan Permendagri Nomor
20 Tahun 2018, dengan adanya pemanfaatan aplikasi siskeudes mempermudah
pemerintah desa dalam menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang
mencakup alokasi dana desa. Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018, kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes
kepada Bupati melalui camat. Dengan siskeudes laporan keuangan desa dapat
dihasilkan secara otomatis berdasarkan data yang telah di input pada tahap
penatausahaan sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaporan serta
kesesuaian format laporan dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas pertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes disampaikan oleh
kepala desa kepada Bupati/Wali Kota dan diinformasikan kepada masyarakat. Hal
ini.  menunjukkan bahwa Desa Muara Sungai telah melaksanakan
pertanggungjawaban dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Badan Permusyawaran Desa (BPD) serta kepada masyarakat melalui musyawarah
desa. Mekanisme ini mencerminkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas yang

diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4.3.2 Penyajian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan
yang menuntut pemerintah desa membuka akses sehingga masyarakat dapat
mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa, temasuk alokasi dana desa.
Suatu desa dapat dikatakan transparan apabila memenuhi beberapa indikator yaitu:
informatif dan lengkap, yaitu informasi anggaran dan realisasi harus disajikan
dengan jelas dan mudah dipahami, pengungkapan publik yaitu pemerintah
mempublikasikan informasi keuangan secara terbuka, keterbukaan akses yaitu
informasi diumumkan di media yang mudah dipahami.

Pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Muara Sungai sudah dikatakan
transparan karena telah menyediakan informasi keuangan desa yang informatif dan

lengkap dan menyediakan dokumen anggaran dan realisasi yang disusun setiap
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tahunnya. Hal ini sesuai dengan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun 2024 sehingga desa Muara Sungai sudah transparan. Adapun pengungkapan
publik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Muara Sungai yang dilakukan melalui
rapat desa di kantor balai desa pemerintah desa juga melakukan musyawarah desa
sehingga menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk menyampaikan rencana
pelaksanaan dan realisasi penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

Dalam forum pemerintah desa menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dibiayai
oleh dana desa. Akan tetapi tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam
musyawarah desa masih tergolong rendah karena sebagian besar masyarakat desa
bekerja sebagai petani sehingga tidak terlalu aktif dalam forum musyawarah. Oleh
karena itu pemerintah desa masih perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
pengelolaan dana desa. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat maka dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun pengelolaan Alokasi
Dana Desa berjalan dengan optimal dan mendukung tata kelola pemerintah desa
yang baik.

Dalam ketersediaan akses pemerintah Desa Muara Sungai berkomitmen
menyampaian informasi keuangan desa sebagai bentuk transparansi kepada
masyarakat mengenai penerimaan dan pengeluaran dana desa dan disampaikan
secara terbuka. Dengan adanya perkembangan sistem administrasi dan dalam tahap
penatausahaan keuangan desa dilakukan secara terkomputerisasi dan tertib
anggaran sehingga dalam pengelolaan data menjadi lebih efektif dan akurat. Dalam
penyampian informasi tidak lagi menggunakan papan pengumuman melainkan
melalui media spanduk yang ada di kantor Desa Muara Sungai. Pemerintah desa
juga desa juga menyediakan akun media sosial yang terbuka untuk umum yaitu

facebook pemdes Muara Sungai.
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BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka dapat
disimpukan bahwa:
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan
Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terlihat dari tahap
penatausahaan yang sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
sebagai pengelolaan keuangan desa dan dengan adanya siskeudes sehingga
berdampak pada ketepatan waku pelaporan serta tahap pertanggungjawaban yang
disampaikan setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tiga bulan
sehingga telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan
Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pemerintah desa telah
melakukan upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah
desa dan menyampaikan informasi secara lisan. Pemerintah desa juga menyediakan
spanduk sebagai bentuk keterbukaan akses kepada masyarakat serta menyediakan

akun media sosial yang terbuka untuk masyarakat umum.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Muara Sungai, diharapkan dapat terus meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan desa dengan memperkuat sistem administrasi
keuangan desa, dan meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan
pembinaan yang berkelanjutan serta pemerintah desa diharapkan dapat lebih
mengoptimalkan pemanfaatan media sosial desa sebagai sarana penyampaian
informasi yang bersifat publik.

2. Bagi Masyarakat Desa Muara Sungai
Masyarakar desa diharapkan lebih aktif dan berperan dalam setiap kegiatan

Muasyawarah dan dalam pengawasan keuangan desa, sehingga, masyarakat

57 Universitas Prabumulih



58

dapat memastikan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sudah transparan dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek
penelitian atau menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda sehingga
dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap tingkat

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
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Prabumulih, 16 November 2025

Nomor : 013 /AKT/FEB/ UNPRA/X1/2025
Lampiran T -

Perihal : Surat 1zin Observasi Penclitian
Kepada Yth.

Kepala Desa Muara Sungai

Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
di

Tempat

Berdasarkan kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi bahwa
mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah diwajibkan untuk membuat
Skripsi. Maka kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin Observasi kepada
mahasiswa dibawah ini :

Nama : Icha Pratama

NIM : 2022120033

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi :  Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan

Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir

Untuk melaksanakan penelitian sebagai bahan Skripsi di Instansi/Perusahaan yang
Bapak/Ibu pimpin. Dan mohon kiranya agar Bapak/Ibu dapat membantu untuk memberikan
izin Observasi.

Demikianlah surat permohonan penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama
yang baik kami ucapkan terima kasih.

-~ o
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PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DESA MUARA SUNGAI
KFCAMATAN TANAH ABANG
Jalan Limtas Tamah Abswp Madong (s Musrs Sumpat Kec Tamah Abawg Kab PALL
Vmad : Kantonk pO%epmall com Kode Poad1)14

Nomor : 420/189/MS-TA/X1/2025
Lampiran ie
Prihal : Izin Observasi Penclitian

Kepada Yth.
Ketua Prodi Akuntansi Universitas Prabumulih
Fakultas Fkonomi dan Bisnis
Di-
Prabumulih

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Menindaklanjuti surat Nomor :013/AKT/FEB/UNPRA/X1/2025 tanggal 16 November 2025 prihal sebagaimana
pada pokok surat di atas dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : ICHA PRATAMA.
NIM : 2022120033,
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Program Studi  : Akuntansi.
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab
Lematang Tlir,dengan ketentuan .

®  Selama melakukan kegiatan penelitian, Menaati aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan pemerintahan Desa
Muara Sungai.

® Jika ada data yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Penelitian semata-mata dipergunakan sebagai bahan
kajian ilmiah dan tidak boleh dipublikasikan terutama menyangkut identitas para pihak yang di teliti.
®  Selalu menggunakan dan memakai atribut ( Jas ) Almamater.

Selanjutnya untuk memperoleh data/melakukan wawancara dapat dikoordinasikan dengan Sekertaris Desa Muara Sungai
dan perangkat Desa Muara Sungai.

Demikian atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Muara Sungai, 18 November 2025.
Kepala Desa Muara Sungai.

HIDAYAT
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara

Peneliti : Icha Pratama (2022120033)
Narasumber : Bapak Hidayat (Kepala Desa)
NO PERTANYAAN JAWABAN
1. | Apa saja tugas bapak sebagai kepala | 1. Menyelenggarakan
desa muara sungai? pemerintahan  desa  secara
umum.
2. Memimpin pelaksanaan
pembangunan desa.
3. Membina kehidupan

kemasyarakatan desa.
4. Memberdayakan masyarakat

desa.
2. | Apa visi dan misi desa muara sungai? | 1. Visi
Mengembangkan Perekonomian
masyarakat desa berlandaskan
pada potensi sumber daya dan
kearifan lokal.
2. Misi

a. Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
(SDM)

b. Tata kelola pemerintahan
desa yang baik dan
transparan

c. Meningkatkan
infrastruktur untuk
mendukung perekonomian
desa

3. | Apakah pencatatan keuangan desa | Iya.
telah  dilakukan sesuai dengan | Berdasarkan permendagri nomor
ketentuan yang berlaku? 20 tahun 2018 tentang pengelolaan
keuangan desa
4. | Bagaimana proses penyampaian | Laporan APBDes itu ada semester

laporan realisasi penggunaan dana
desa kepada Bupati/Wali kota?

pertama dan semester akhir, untuk
laporan berisi laporan pelaksanaan
APBDes dan realisasi kegiatan
yang disampaikan kepada Bupati
melalui camat untuk laporan
disusun bersama sekretaris desa.
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Bagaimana pertanggungjawaban
pemerintah desa atas penggunaan
dana desa?

Bentuk pertanggungjawaban kami
yaitu ~ menyediakan  laporan
realisasi APBDesa yg di sana juga
mencakup alokasi dana desa

Apakah laporan penggunaan alokasi
dana desa disampaikan tepat waktu?

Iya.
Kami selalu menyampaian laporan
sesuai dengan aturan yang berlaku

Apakah laporan pertanggungjawaban
alokasi dana desa disampaikan
kepada BPD dan masyarakat desa

Iya.

Untuk laporan selalu kami
sampaikan kepada BPD dan
masyarakat desa sebagai bentuk
pertanggung  jawaban  selaku

Apakah informasi yang disampaikan
sudah lengkap dan sesuai dengan
realisasi penggunaan dana?

pemerintah desa.
iya

Bagaimana bentuk pengungkapan
publik yang dilakukan pemerintah
desa terkait penggunaan Alokasi
Dana Desa?

Setiap pencairan dana kami akan
melakukan rapat tatap muka di
balai desa untuk membahas jumlah
dana dan kegiatan yang dibiayai
oleh dana tersebut.

10.

Media apa  yang  digunakan
pemerintah desa pemerintah desa
untuk  menyampaikan  informasi
pengelolaan alokasi dana desa kepada
masyarakat?

Papan pengumuman, spanduk dan
akun media sosial yaitu
pemdes Muara Sungai.
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Peneliti : Icha Pratama (2022120033)
Narasumber : Bapak Dendrawan. A (Kaur Keuangan)
NO PERTANYAAN JAWABAN
1. | Apakah ada aplikasi atau perangkat | dalam penatausahaan keuangan
yang digunakan dalam melakukan | desa kami sudah menggunakan
penatausahaan? sistem keuangan desa
(Siskeudes) yang sudah
terkomputerisasi sehingga
memudahkan  dalam  proses
administrasi.
2. | Bagaiman prosedur pencatatan dan | Di mmput melalui aplikasi
pengeluaran Alokasi Dana Desa? siskeudes
3. | Apakah seluruh transaksi didukung | Iya
dengan bukti yang sah dan lengkap? | Seluruh transaksi di dukung oleh
bukti yang sah dan lengkap
sebagai arsip, jika suatu saat
diperlukan.
4. | Apakah laporan keuangan telah sesuai | Karena adanya aplikasi siskeudes

dengan hasil penatausahaaan?

jadi memudahkan proses
pelaporan. Karena data yang
dihasilkan ~ secara  otomatis
berdasarkan data yang di input
pada penatausahaan sehingga
berdampak pada ketepatan waktu

pelaporan.
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Peneliti : Icha Pratama (2022120033)
Narasumber : Bapak Debri Andika (Sekretaris Desa)
NO PERTANYAAN JAWABAN
1. | Bagaimana proses penyusunan | Sebagai  sekretaris desa  saya

laporan realisasi APBDesa?

menyusun laporan realisasi APBDes
dan memverifikasi bersama kepala

desa kemudian di sampaikan kepada

BPD dan masyarakat.

2. | Kendala apa yang dihadapi | Sampai saat ini laporan keuangan
dalam  penyusunan laporan | desa berjalan dengan baik. Dokumen
keuangan desa? pendukung tersedia lengkap dan

diverifikasi sesuai dengan prosedur,
sehingga pelaporan dilakukan tepat
waktu.

3. | Bagaiman peran sekretaris desa | Saya sebagai sekretaris desa berperan
dalam menyiapkan dokumen | dalam memastikan semua
pertanggungjawaban yang | penggunaan dana desa tercatat rapi,
bersumber dari alokasi dana | diverifikasi dan dapat di
desa? pertanggungjawabkan secara resmi.

4. | Apakah dokumen penatausahaan | Ya, dokumen penatausahaan

keuangan telah  diverifikasi

sebelum dilaporkan

keuangan telah diverifikasi sebelum

dilaporkan untuk meneliti

kelengkapan dan kebenaran

administrasi serta kesesuaian bukti
transaksi. Hal ini kami lakukan untuk
agar

laporan  keuangan

yang

disampaikan akurat.
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Peneliti : Icha Pratama (2022120033)

Narasumber : Bapak Saprin (BPD)
No Pertanyaaan Jawaban
1. Apakah informasi yang diterima | Iya sudah lengkap.

BPD dalam pengelolaan

keuangan desa sudah lengkap
melakukan

untuk fungsi

pengawasan?

Apakah BPD dilibatkan dalam
proses pengungkapan informasi

kepada masyarakat?

kami selalu dilibatkan dalam rapat
desa hal tersebut dilakukan untuk
menginformasikan jumlah dan jenis
kegiatan yang di biayai oleh dana

tersebut.

Apakah hasil pelaporan dan
pertanggungjawaban

disampaikan kepada masyarakat

Selalu di sampaikan. Setiap pencairan
dana kami selalu melakukan rapat
desa. Kami melakukan musyawarah
perencanaan, sarembang dan rekapan

desa

Bagaimana peran BPD dalam
mendorong keterbukaan akses

informasi kepada masyarakat

Kami berperan dalam mendorong

keterbukaan akses informasi dan

menyerap serta menyalurkan aspirasi
masyarakat. Sebagai BPD kami
mendorong pemerintah desa untuk
mempublikasikan APBDesa dan
realisasi anggaran agar dapat diakses

oleh masyarakat.
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Lampiran 2. Media sosial dan Media Publikasi Desa Muara Sungai

Pemdes Muara Sungai
984 teman- 18 bersama-38 postingan

Berteman dengan Feri Yadi, Ovalia Feri, Vius
Crul Stok dan 15 lainnya

Faceebook
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Lampiran 3. Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak Hidayat (Kepala Desa), Bapak Saprin (BPD), Bapak
Debri Andika (Sekretaris Desa) dan Bapak Dendrawan A. (Kaur Keuangan) di Desa
Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
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Wawancara bersama Kaur Keuangan Wawancara bersama Sekretaris Desa
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DOKUMEN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
( LRA)
ALOKASI DANA DESA
(ADD)
TAHUN ANGGARAN 2024

PENTERINTALL DESA MUARA SUNGAI

KECAMATAN TANAI ABANG
RABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG TLIR
SUMATERA SELATAN
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LAPORAN REALISASH PELAXSAMAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PFLANIA DF SA PER SUMBE RDANA

PEMERINTAM DF SA MUARA SUNGAI
TAMUN ANGGARAN 2022
Bumbertans ADD Alobasi Dans Desa Pastizaw o 4 1V12027
ANGGARAN PEALMAS LE Rneans B ANG)
P p— (%) () (%)
1 H b} ‘ L]
‘ PENDAPATAN
o Peondapotan Transter 1,106 094 694 00 1.156.0%4 699 00 "0
023 Alohas Dans Dess 1 186 098 604 00 1 195 094 669 00 "o
JUNLAM PENDAPATAN 1.186 098 494 00 1.186.094 699,00 .50
s BELANJA
(8] Belarys Pegawal 351.555 800 00 351,556 200 00 Lr
LRR Penghastan Tetap dan Tunangan Kepala Desa 43 200 000,00 43 200 000 00 03
LK Penghastan Tetap dan Tunangan Perangkat Desa 228 331 200,00 228331 200,00 00
: Jamnan Sosal Kepela Desa dan Peranghat Desa 3225 600 .00 3224 600,00 0ce
the Tuyangan BPD 76 800 000.00 78 300 000 00 0%
82 Belanja Barang dan Jasa 42247489000 42247409 00 %0
$q" Selarya Barang Perlenghapan 165 184 838 00 165 154 858,00 g
< Ectanja Jasa Honaranum 227 660 000.00 227 660 000 00 000
< Eclanja Perjalanan Dinas 6 920 000 00 6 920 000.00 LR
526 Beanya Jasa Sewa 11 000 000,00 11 000 000 0C 02
£4¢ Belanja Operasional Perxantoran 10 460 000.00 10 480 000.00 0.00
12€ Ectarya Pemelharaan 1250 000 .00 1 250 00000 0.00
£3 Belanja Modal 413,827 000,00 195.827 000,00 18.000.000.20
£22 Eelangs Moda! Pengadaan Peralatan Meun dan Ala 29 265 000 00 29 265000 00 000
& Eelarya local Gedung Bangunan dan Taman 324 562 000 00 324 562 000 00 oo
s3¢ Eciana Mozl Lamnya 60 000 000,00 42 000 000,00 18 000 000 20
£e Betanya Tidak Terduga 000 000 900
cer Ecianga Tiaar Terduga 0.00 000 00
JUMLANH BELANJA 1.187 858 698 00 1169 85863300 18.000 000 .20
SURPLUS | (DEFISIT) (1.760.000,00) 16.240.001.00 (18.000.001,00)
. PEMBIAYAAN
% Penerunaan Pembiayaan 1.760.000,00 1.760.000.00 000
. SLPA Tatun Setekimiya 1 760 000 00 1 760 000.00 000
PEMBIAYAAN NETTC 1.760.000,00 1.760.000.00 000
VIEEnI N AD Halaman 1
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- -
P r.__, — ANOOARAN REALISADI LEBINI(KURANG)
. (Rp) (Rp) (Rp)
2 3 4 .
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 18.000.001,00 (18 000 001,00)

MUARA SUNGAI, 07 May 2023
KEPALA DESA

NlDA’VAI
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LAPFORAN REALISADI AP DEBSA
PEMEFINTAM DF SA MUARA BUNOAI
WLCAMATAN TANAN ARNANG
KADUPATEN PENUKAL ADAR LEMATANG ILIR

TAHUN ANGOARAN 2023 =
URAIAN Rel. REALIANM L F BV URANT)
(hp) (Rp) (Fp)
PLNDAPATAN
Peadapatan Ask Den 3 000 000,00 3 000 D00 00 o on
Pendapatan Trammtes 241508 11400 7 300 945 484 00 JANTL Jan 00
Dana Desa 10687 03500000 1047 015 000,00 000
Pag Yand Pagad dan Rebis e 75 520 824,00 50 640 578,00 24871 240800
Aoraw Dana Desa 1251 260 890,00 1 253 260 #9000 000
JUMLAM PENDAPATAN 241081671400  2.393.945.488 00 24871248 00
BELANJA
PHOANCS TNV LT NGO ARAN 11 121 100 T ALAN T A 674 418 800,00 641 718 8%0,00 12 760 000 00
FOURNC Y LARSANAAN P RNAL AN SA 1 022 791 000,00 1022 791 000.00 onn
B OAN FLMINNAAN BT MAT YA & A7 W0y 299 450 000,00 299 450 000,00 oon
B OANG P BDAY AAN MASYAS 20 A1 252 956 824,00 240 304 000 00 12 652 a24 00
: DA T ’drlkr;GuIHCM PEN A4 DARURAT DAN 187 200 000.00 187 200 000,00 000
LN SAR T S
JUMLAMH BELANJA 243681671400 2.411.462.890,00 25.352.824 00
SURPLUS / (DEFISIT) (18.000.00000)  (17.518.42200) _  (481.578,00)
PEMBIAYAAN
Penenmaoaan Pemiayaan 18.000 000,00 18.000 000,00 0.00
PEMBIAYAAN NETTC 18.000.000,00 18.000.000,00 0.00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 481.578,00 (481.578,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Prvded Uy G beasdes AL S S

MUARA SUNGAJ, 13 Novemnber 2023

KEPALA DESA

HIDAYAT
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LAPORAN REALISAS|I PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MUARA SUNGAI
TAHUN ANGGARAN 2024
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realinani o.d 3112/2
SyL . y—" (Rp) (Rp) ("o)
1 2 3 4 L]
4 PENDAPATAN
42 Pendapatan Transfer 1.411.085.836,00 1.411.085.836,00 '
423 Alokasi Dana Desa : 141108583600 |  1.411.085 836,00 l
JUMLAH PENDAPATAN 1.411.085.836,00 1.411.085 836,00 U
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 367.215.549,00 367.215.549,00 '
511 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.400 000,00 uaooooo,ooﬂ (
512 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 245 064 000.00 245 064 000,00 (
513 Jaminan Sosal Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.951 549,00 3,951 549,00 ¢
514 Tunjangan BPD 73.800.000,00 73 800.000.00 «
52 Belanja Barang dan Jasa 645.000.387,00 645.000.387,00 ¢
521 Belanja Barang Perlengkapan 263.521.487.00 263 521.487.00 4
522 Belanja Jasa Honorarium 301.307 660,00 301 307 680.00 4
523 Belanja Perjalanan Dinas 30.380 772,00 30.380 772,00 c
52¢ Belanja Jasa Sewa 34.060.038.00 34 060 038.00 0
528 Belanja Operasional Perkantoran 9.430 400,00 9430 400,00 0
528 Belanja Pemeliharaan 6 300.000.00 6.300.000.00 0
527 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada ! 0,00 0,00 0
53. Belanja Modal 398.869.900,00 398.869.900,00 0
531 Belan;a Modal Pengadaan Tanah 0,00 0.00 0
532 Belanja Modal Pengacaan Pera'atan. Mesin dan Ale 15 100 000.00 15 100 000.00 0
533 Belanja Modal Kendaraan 23 000.000.00 23 000,000.00 0
53¢ Belanja Moda! Gedung Bangunan dan Taman 330 769 900.00 330 769 900,00 0
537 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Arr Limbah/ 30 000.000.00 30 000 000,00 0
539 Belan;a Mcdal Lainnya 0.00 0.00 0
A Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,
5¢1 Belanja Tidak Terduga 0.00 0.00 ]
JUMLAH BELANJA 1.411.085.836,00 1.411.085.836,00 0,
SURPLUS | (DEFISIT) 0,00 0,00 o,
0171172025 20 07 18 Halamar
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BIODATA PENELITI

A. Biodata Pribadi
Nama
NIM
Tempat, Tanggal Lahir
Alamat
Fakultas
Jurusan
No. HP

Email

B. Riwayat Pendidikan
e  SDN 13 Tanah Abang
e  SMPN 1 Tanah Abang
e SMK 1 Tanah Abang

: Icha Pratama
: 2022120033
: Pengabuan, 24 September 2004

: Muara Sungai

: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi

: 085273009676

: ichap8454@gmail.com

:2010-2016
:2016-2018
:2019-2022
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